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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik dalam

mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerrintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Selain itu proses dan syarat yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. Hal tersebut terlihat
dari seluruh (17) responden yang melakukan pendaftaran hak milik adat
(Letter C) secara sporadik di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012, telah
memperoleh sertipikat. Tahapan dalam pendaftaran hak tersebut juga sudah
sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran tanah yang meliputi :

Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Pembuktian hak dan pembukuannya

Penerbitan sertipikat

Penyajian data fisik dan data yuridis
Penyimpanan daftar umum dan dokumen
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2. Seluruh responden yang sudah mendaftarkan hak milik adat (Letter C) secara
sporadik pada tahun 2012 sudah mendapat sertipikat hak milik atas tanah.
Proses pembuatan sertipikat membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Hal
ini terjadi karena pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara
sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas pada
tahun 2012 tersebut telah dilakukan sesuai dengan proses dan syarat yang
telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Responden telah
memenuhi persyaratan sehingga proses pembuatan sertipikat juga cepat.
Sehingga mereka yang telah melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C)
secara sporadik tidak ada yang mengalami kesulitan dan tidak ada yang belum
menerima sertipikat dengan kata lain wujud dari kepastian hukum itu sendiri
telah terlaksana.

B. Saran-saran

a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan untuk lebih sering melakukan
penyuluhan tentang pentingnya melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter
C) secara sporadik, agar masyarakat lebih memahami mengenai bagaimana
proses peralihan hak atas tanah, bagaimana prosedur pendaftaran hak milik

adat (Letter C) secara sporadik, dan biaya yang dibutuhkan. Sehingga
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masyarakat memahami pentingnya melakukan pendaftaran tanah agar
memperoleh sertipikat sebagai wujud dari kepastian hukum.

. Pemerintah Desa Purwokerto Lor, Kranji, Pasirmuncang, Pasir Kidul, Pasir
Wetan, dan Kediri diharapkan mau ikut membantu dan memberikan informasi
dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik baik
dalam syarat maupun prosedurnya supaya para pemohon dapat lebih jelas

dalam melakukan pendaftaran hak milik adat (Letter C) secara sporadik.
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